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_Kata Pengantar 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan 

lnformasi Hukum (JDIH). Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian 

Pertanian menghimpun informasi peraturan perundang-undangan 

bidang pertanian dalam bentuk katalog, lembar lepas dan abstraksi 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanian. 

Himpunan lnformasi dimaksud bertujuan untuk meningkatkan 

penyebarluasan peraturan perundang-undangan oleh Biro Hukum 

sebagai unit jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kementerian 

Pertanian kepada unit kerja Eselon I sebagai sub unit jaringan 

dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian 

Pertanian . 

Harapan kami informasi peraturan . perundang-undangan 1m dapat 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan. 
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RUMAH NEGARA- PENGELOLAAN- KEMENTAN 

2017 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/PL.020/3/2017 

PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG PENGELOLAAN RUMAH 

NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN 

ABSTRAK Bahwa dalam rangka tertib administrasi, Barang Milik 

Negara berupa rumah negara yang dipergunakan oleh 

Kementerian Pertanian untuk menunjang pelaksanaan 

tugas pejabat dan/ a tau pegawm negeri sipil, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang 

Pengelolaan Rumah Negara Lingkup Kementerian 

Pertanian. 

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

1. Undang~Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara; 

2 . Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 

ten tang Rumah N egara; 

3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pertanian; 

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ 

OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pertanian. 

- Dalam Peraturan ini diatur mengenai : 

1. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar 

bagi Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja dalam 

Pengelolaan Rurnah Negara lingkup Kernenterian 

Pertanian. 

2. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan 

tertib Pengelolaan Rumah Negara. 

3 . Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas: 

a . pengadaan; 

b. penatausahaan; 

c. penetapan status Rurnah Negara; 

2 



CATATAN 

d. penetapan status penggunaan; 

e. pengh unian; 

f. sewa; 

g. pengalihan status; 

h. penghapusan; dan 

1. pembinaan dan pengawasan. 

4. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki 

negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau 

hunian dan sarana pembinaan keluarga serla 

menunjang pelaksanaan tugas pejabal dan/ a tau 

pegawai negeri. 

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2017. 
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PERATURAN MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 06/PERMENTAN/PL.020/3/2017 

TENTANG 

PENGELOLAAN RUMAH NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

a . bahwa dalam rangka tertib administrasi, Barang Milik 

Negara berupa rumah negara yang dipergunakan oleh 

Kementerian Pertanian untuk menunJang 

pelaksanaan tugas pejabat danjatau pegawai negeri 

sipil, perlu dilakukan pengelolaan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan 

Rumah Negara Lingkup Kementerian Pertanian; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indone s ia 

Nomor 5188); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang 

Rumah Negara (Lembaran Negara Republik indones ia 

Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembara n Negara 

Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaima na tela h 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 1 

Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Ruma h 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4515); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 ten tang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapa tan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia . 

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533); 

8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tenla ng 

Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, PetlgCJ.iil1a11 

Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumall Ncgara; 

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Ta hun 20 15 Lcill <l!lg 

Organisasi Kementerian Negara (Lemba ra n Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

5 

-

-
-
-
-

--
-
-
----
-

-----

-
-
---



-
-

---
-
-
-

-

-

----
- Menetapkan 

-

10. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang 

Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 

11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara; 

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/ 

M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, 

Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, 

Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah 

Negara; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/ 

2010 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara 

berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 368); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/ 

2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan 

Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1352) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 ten tang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

492); 

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentanj 

OT.Ol0/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN 

PENGELOLAAN 

MENTER! 

RUMAH 

KEMENTERIAN PERTANIAN. 

PERTANIAN 

NEGARA 

TENTANG 

LINGKUP 

6 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat DMN 

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh alas 

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alau 

berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

2. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara 

3. 

4. 

dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan 

sarana pembinaan keluarga serta menunJang 

pelaksanaan tugas pejabat dan/ atau pegawai negeri. 

Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara 

yang dipergunakan bagi pemegang jabalan terlentu 

dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal 

di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas 

selama pejabat yang bersangkutan masih memegang 

jabatan tertentu tersebut. 

Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Ncgara 

yang mempunya1 hubungan yang tidak dapat 

dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan 

untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah 

berhenti atau pensiun, rumah dikembalikan kcpada 

negara. 

5. Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara 

6. 

7. 

yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang 

dapat dijual kepada penghuninya. 

Pengelolaan adalah kegiatan yang meliputi 

penatausahaan dan penghapusan. 

Pegawai Negeri Sipil yang sclanjulnya discbuL Pc g<~w<li 

Negeri adalah warga negara Indonesia 

memenuhi syarat terlentu, diangkat scbagai pcga w<lJ 

Aparatur Sipil Negara (ASN) secara Lelap ukh JJCjubuL 

pembina kepegawaian untuk mcnduuuki jubLLLuu 

pemerintahan. 
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8. Pejabat Eselon I selaku Pembantu Pengguna Barang 

yang selanjutnya disebut Pejabat Eselon I adalah 

Sekretaris Jenderal/Inspektur JenderaljDirektur 

Jenderal/Kepala Badan. 

9. Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang 

yang selanjutnya disebut Kepala Satuan Kerja adalah 

Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk 

menggunakan barang yang berada dalam 

penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi 

Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja dalam 

Pengelolaan Rumah Negara lingkup Kementerian 

Pertanian. 

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan 

tertib Pengelolaan Rumah Negara. 

Pasal3 

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas: 

a . 

b. 

c . 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

l. 

pengadaan; 

penatausahaan; 

penetapan status Rumah Negara; 

penetapan status penggunaan; 

penghunian; 

sew a; 

pengalihan status; 

penghapusan;dan 

pembinaan dan pengawasan. 

BAB II 

PENGADAAN 

Pasal4 

( 1) Pengadaan Rumah N egara dilakukan dengan car a 

pembangunan, pembelian, · tukar menukar, alih 

fungsi, atau bangun guna serahjbangun serah guna. 



(2) Pengadaan Rumah Negara selain dilakukan dcngan 

cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

dilakukan dengan cara: 

a. hi bah/ sumbangan a tau yang sejenisnya; 

b. perjanjian/kontrak; 

c. ketentuan peraturan perundang-undangan; a tau 

d . keputusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

Pasal 5 

(1) Pengadaan Rumah Negara dengan cara Pembangunan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan 

di atas tanah bersertipikat atas nama Pemerinlah 

Republik Indonesia yang digunakan oleh Kemenlerian 

Pertanian. 

(2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan 

negara melalui Daftar !sian Pelaksanaan Anggaran . 

(3) Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dibangun menurut standar, tipe dan kelas Rumah 

Negara yang peruntukkannya disesuaikan dengan 

jabatan, pangkat, dan golongan Pegawai Negcri dan 

pemegang jabatan tertentu. 

(4) Standar, tipe dan kelas Rumah Negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini . 

Pasal6 

Pengadaan Rumah Negara dengan cara pcmbclian, Lukar 

menukar, alih fungsi, bangun guna serall/ uaugull set all 

guna dan cara lain pcrolchan sebagaimana clitiiuk~ud 

dalam Pasal 4 dilaksanakan sesu ai dcngan kc lL~ lllut~ J l 

peraturan perundang-undangan . 
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BABIII 

PENATAUSAHAAN 

Pasal 7 

( 1) Setiap Rumah Negara ditatausahakan pada satuan 

kerja. 

(2) Penatausahaan Rumah Negara sebagaimana 

dimaksud pacta ayat (1) meliputi: 

a. pembukuan; 

b . inventarisasi; dan 

c. pelaporan. 

(3) Pembukuan sebagaimana ctimaksuct pacta ayat (2) 

huruf a ctilakukan melalui pendaftaran dan 

pencatatan kectalam ctaftar barang. 

(4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) 

huruf b dilakukan melalui penctataan jumlah, kondisi, 

lokasi, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan. 

(5) Inventarisasi sebagaimana ctimaksuct pada ayat (4) 

dilakukan oleh tim yang dibentuk Kepala Satuan 

Kerja. 

(6) Pelaporan sebagaimana ctimaksud pada ayat (2) huruf 

c merupakan bagian dari kegiatan pelaporan Barang 

Milik Negara secara berkala pada semester I dan 

semester II. 

Pasal8 

Pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (3) dan ayat (6) menggunakan aplikasi SIMAK 

(Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi) BMN. 

Pasal 9 

Ketentuan mengenru penatausahaan Rumah Negara 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan di bidang penatausahaan BMN. 

10 



BABIV 

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA 

Pasal 10 

(1) Rumah Negara harus ditetapkan statusnya sebagai 

Rumah Negara. 

(2) Status Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) terdiri atas: 

a. Rumah Negara Golongan I; dan 

b. Rumah Negara Golongan II. 

(3) Penetapan status Rumah Negara scbagaimana 

dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (salu) Lahun 

sejak diperoleh melalui pengadaa n sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4. 

(4) Penetapan status Rumah Negara 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

se bagaimana 

oleh Menteri 

Pertanian yang dimandatkan kepada Sekretaris 

Jenderal. 

Pasal 11 

(1) Penetapan status Rumah Negara dilakukan dengan 

prosedur: 

a. Kepala Satuan Kerja mengajukan permohonan 

penetapan status Rumah Negara Golongan 

dan/ atau Rumah Negara Golongan li sesua1 

dengan format-1 tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini; 

b. permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat ( 1) 

huruf a dilakukan secara berjenjang, m e !a! ui 

Pejabat Eselon I dengan melampirka n dokurnen 

sebagai berikut: 

1. fotokopi bukti kepemilikan I~umall Ncgu ra 

(1MB); 

2. gambar dan kartu leggerjgambar arsip ruiii c.dl 

sesuai dengan format-2 tercantum cicll<Jm 

Lampiran II yang merupakan lx tgian licidk 

terpisahkan dari Peraturan Mcntcri ini 
) 

3. gambar situasi; 
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4. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah 

(sertifikat); dan 

5. kartu identitas barang (KIB). 

c. Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a melakukan verifikasi atas permohonan, 

selanjutnya menyampaikan permohonan 

penetapan status kepada Sekretaris Jenderal; dan 

d. Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri 

Pertanian menetapkan status Rumah Negara 

Golongan I dan/ a tau Rumah Negara Golongan II 

sesuai dengan format-3 tercantum dalam Lampiran 

II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) huruf b angka 1 dan angka 4 tidak dimiliki, 

dapat menggunakan surat pernyataan tanggung jawab 

Kepala Satuan Kerja yang menyatakan bahwa tanah 

dan Rumah Negara milik Kementerian Pertanian pada 

satuan kerja yang bersangkutan. 

BABV 

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN 

Pasal 12 

Menteri Pertanian selaku Pengguna Barang berwenang 

dan bertanggung jawab mengajukan permohonan 

penetapan status penggunaan Rumah Negara kepada 

Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang. 

( 1) Setiap Rumah 

penggunaannya. 

Pasal 13 

Negara ditetapkan status 

(2) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud 

pacta ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku 

Pengelola Barang. 

(3) Tata cara penetapan status penggunaan sebagaimana 

1'/ 



dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesua1 dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VI 

PENGHUNIAN 

Pasal 14 

(1) Rumah Negara hanya digunakan seuagai tempal 

tinggal pemegang jabatan tertentu a tau Pegawai Negeri 

Kementerian Pertanian. 

(2) Pemegang jabatan tertentu sebagaimana dirnaksud 

pada ayat (1) merupakan pemegang jabi.ltan yang 

karena sifat jabatannya harus bertempal Linggal di 

Rumah Negara, serta hak penghuniannya Lerbatas 

selama pejabat yang bersangkutan masih memegang 

jabatan tertentu. 

(3) Pegawai Negeri Kementerian Pertanian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat terlentu, diangkat 

sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat 

pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan di Kementerian Pertanian. 

Pasal 15 

(1) Rumah Negara yang ditatausahakan di satuan kerja 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan, digunakan 

sebagai tempat tinggal Pegawai Negeri Kementerian 

Pertanian. 

(2) Dalam hal Rumah Negara sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) tidak didiami/ dihuni, dapat 

didiami/ dihuni oleh Pegawai Negeri lBinnya p<ldu 

satuan kerja yang melaksanakan urusan perlunian . 

Pasal 16 

(1) Untuk dapat menghuni Rumah Neg'ura l)l'Itll'" 'lll" ' b(._ l:> 

jabatan tertentu danj atau Pegawai 

sebagaimana dimaksud dalam Pa:sal 14, ha rus 

memiliki keputusan izin penghunian. 
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(2) Keputusan izin penghunian Rumah Negara Golongan I 

ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri 

Pertanian. 

(3) Keputusan 1zm penghunian Rumah Negara Golongan 

II ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja yang 

bersangkutan atas nama Menteri Pertanian. 

Pasal 17 

Penetapan keputusan izin penghunian Rumah Negara 

golongan I, dilakukan dengan prosedur: 

a. calon penghuni mengajukan permohonan penghunian 

Rumah Negara kepada Kepala Satuan Kerja dengan 

melampirkan dokumen: 

1. fotokopi keputusan pengangkatan menduduki 

jabatan tertentu; 

2. fotokopi kartu tanda penduduk; 

3. fotokopi kartu keluarga; 

4. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan 

kewajiban dan larangan penghunian Rumah 

Negara yang ditandatangani oleh calon penghuni 

diketahui atasan langsungnya sesum dengan 

format-4 tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini; dan 

5. pas foto calon penghuni. 

b . Kepala Satuan Kerja mengajukan permohonan 

penetapan keputusan izin penghunian yang dilakukan 

secara berjenjang melalui Pejabat Eselon I sesuai 

dengan format-S tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri 1m, dengan melampirkan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

c . Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud dalam huruf 

b, melakukan verifikasi dan selanjutnya 

menyampaikan permohonan keputusan 1zm 

penghunian Rumah Negara kepada Sekretaris 

Jenderal; dan 

14 



d. Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri 

Pertanian, berdasarkan permohonan Pejabat Eselon I 

menetapkan keputusan 1zm penghunian sesum 

dengan format-6a tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraluran 

Menteri ini. 

Pasal 18 

Penetapan keputusan izin penghunian f\.umah Ncgara 

Golongan II dilakukan dengan prosedur: 

a. calon penghuni mengajukan permohonan pcnghunian 

Rumah Negara kepada Kepala Saluan Kcrja dcngan 

melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal17 huruf a, kecuali angka 1; 

b. Calon penghuni Rumah Negara selain m elampirkan 

dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

harus melampirkan keputusan kepangkatan 

kepegawaian terakhir; 

c. Kepala Satuan Kerja melakukan vcrifikasi 

se bagaimana dimaksud dalam h uruf a dan h uruf b, 

serta melakukan penilaian dengan memperhatikan : 

1. masa kerja; 

2. pangkat dan golongan; 

3. jabatan/eselon; 

4. mutasi; 

5. pendidikan; 

6. sasaran kerja pegawai; 

7. umur; 

8. jumlah anggota keluarga; 

9. status tempat tinggal; dan 

10. kedudukan Pegawai Negeri pada salua n knja 

d. Penilaian sebagaimana dimaksud dabm h uruf c 

tercantum dalam Lampiran III yang merupak<til IJi.t giail 

tidak terpisahkan dari Peraluran Menleri ini. 
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e. Kepala Satuan Kerja untuk dan atas nama Menteri 

Pertanian, berdasarkan penilaian sebagaimana 

dimaksud dalam huruf d menetapkan keputusan izin 

penghunian sesuai dengan format 6b tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal19 

(1) Penghuni Rumah Negara yang telah ditetapkan 

se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 dan Pasal 18, 

berkewajiban: 

a. menempati paling lambat 60 (enam puluh) hari 

sejak keputusan izin penghunian diterima; 

b. membayar sewa; 

c. memelihara; 

d. memanfaatkan sesuai dengan fungsi; 

e. membayar Pajak Bumi dan Bangunan; 

f. membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, 

air, dan/ a tau gas; 

g. menanggung atas segala biaya untuk memperbaiki 

kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/ 

kelalaian; 

h. mengosongkan rumah dan menyerahkan kunci 

kepada pejabat yang berwenang paling lambat 2 

(dua) bulan sejak diterima keputusan pencabutan 

izin penghunian; dan 

1. mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara 

kepada pejabat yang berwenang dalam waktu 

paling lambat 2 (dua) bulan sejak berakhirnya 

jabatan dan/ a tau status Pegawai Negeri tanpa 

menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun. 

(2) Penghuni Rumah Negara yang telah ditetapkan 

se bagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 1 7 dan 

Pasal 18, dilarang: 

a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk Rumah 

Negara; 

ln 



b. menyewakan sebagian atau seluruh bagian l<umah 

Negara; 

c. menyerahkan penghunian Rumah Negara kcpada 

pihak lain; dan 

d. menggunakan Rumah Negara untuk kegiatan yang 

melanggar ketentuan peraturan pcrundang-

undangan dan/ a tau norma kesusilaan . 

Pasal20 

(1) Keputusan izin penghunian Rumah Negara Golongan I 

dan Rumah Negara Golongan II berlaku scjak tanggal 

ditetapkan. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayaL ( 1) dapat 

berakhir atau dicabut apabila penghuni Rumah 

Negara: 

a. pensiun; 

b. diberhentikan atau berakhir dari jabatannya; 

c. meninggal dunia; 

d. dimutasi keluar instansi lain diluar Kementeria n 

Pertanian; 

e. berhenti atas kemauan sendiri; 

f. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan 

hormat; 

g. menyerahkan hak penghunian kepada Kepala 

Satuan Kerja lingkup Kementerian Pertanian; atau 

h. melakukan tindakan yang bertenlangan 

kesusilaan dan ketertiban umum. 

Pasal 21 

dengan 

(1) Keputusan izin penghunian Rumah Ncgura GoloJli!,dlt 

II berlaku selama 3 (tiga) tahun dan da pat 

diperpanjang atau dicabut. 

(2) Perpanjangan atau pencabutan kciJULusan JZIJJ 

penghunian Rumah Negara Golongan II sd.~~tguilll<..lllct 

dimaksud pada ayat (1) setelah menlpcrlimiJ<tJl g k u Jt 

hasil evaluasi oleh Kepala Satuan Kerja. 
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Pasal22 

Penghuni Rumah . Negara yang tictak melaksanakan 

kewajiban ctanjatau melanggar larangan sebagaimana 

ctimaksuct ctalam Pasal 19 ctikenakan sanksi berupa 

pencabutan keputusan izin penghunian Rumah Negara. 

BAB VII 

SEWA 

Pasal23 

( 1) Sew a Rumah N egara se bagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan luas, 

harga satuan, nilai sisa bangunan, faktor klasifikasi 

tanah, dan keringanan. 

(2) Perhitungan sewa sebagaimana ctimaksuct pacta ayat 

(1) seperti format-7 tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

Pasal24 

(1) Perhitungan sewa sebagaimana ctimaksuct ctalam Pasal 

23 ctilakukan oleh Benctahara Penerimaan pacta 

Satuan Kerja yang bersangkutan. 

(2) Pelaksanaan pembayaran dan penyetoran sewa 

Rumah N egara ctilakukan oleh Bendahara Penerimaan 

dan disetor ke Kas Negara. 

BAB VIII 

PENGALIHAN STATUS 

Pasal25 

Rumah Negara Golongan I ctapat diubah statusnya menjadi 

Rumah Negara Golongan II atau sebaliknya. 

18 



Pasal 26 

Rumah Negara Golongan I dapat dialihka n slatus nya 

menjadi Rumah Negara Golongan II se baga ima na 

dimaksud dalam Pasal25 dalam hal: 

a. adanya perubahan atau penggabungan 

Kementerian; dan/ atau 

. . 
orgam~as1 

b . sudah tidak memenuhi fungs i sebaga imaua d iLeLapkan 

semula. 

Pasal 27 

Rumah Negara Golongan II dapat dialihka n sta tusnya 

menjadi Rumah Negara Golongan I sebagaima na dirnaksud 

dalam Pasal 25 dilakuka n untuk memenuhi kebuLuhan 

rumah jabatan. 

Pasal 28 

Rumah Negara Golongan II tidak dapa l dia lihka n 

statusnya menjadi Rumah Negara Golon gan III dengan 

pertimbangan: 

a. statistik Rumah Negara yang ada; 

b . keterbatasan jumlah Rumah Negara; 

c . tidak memenuhi analisis kebutuhan; 

d . keterbatasan lahan; dan 

e . terjadinya mutasi pej abatjPegawa i Negeri da ri Pusa t ke 

daerah dan sebaliknya. 

BABIX 

PENGHAPUSAN 

Pasal29 

(1) Rumah Negara tidak da pat diha pus, kccua li: 

a. terkena perubah an rencan a ta ta rua n g wilaya h ; 

b. adanya keadaan memaksa di lua r kcmampuan 

manusia (force majeur}; dan/ a tau 

c. rusak berat secara teknis da n ektJ ilUlll i:::; ticLd{ 

mungkin lagi dilakukan perba ikan . 
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(2) Penghapusan Rumah Negara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

BABX 

PEMBINAAN DAN PENGA WASAN 

Pasal30 

(1) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Rumah 

Negara pada unit kerja eselon I dan satuan kerja 

lingkup Kementerian Pertanian dilakukan oleh 

Sekretaris J enderal. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) secara fungsional dilakukan oleh biro 

yang melaksanakan tugas Pengelolaan Barang 

Milik j Kekayaan N egara. 

(3) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Rumah 

Negara pada satuan kerja dilakukan oleh sekretariat 

unit kerja eselon I. 

Pasal31 

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

meliputi kegiatan penyusunan petunjuk pelaksanaan/ 

teknis, sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis. 

Pasal32 

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

meliputi pemantauan dan penertiban terhadap 

pengelolaan Rumah Negara. 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan sesuai dengan format-Sa dan format 8b 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

')() 



BABXI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 33 

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri 1111 dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 13 Maret 2017 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 17 Maret 20 17 

DIREKTUR JENDERAL 

MENTER! PERTANIAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

AMRAN SULAlMAN 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 17 NOMOI~ 427 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN MENTER! 

REPUBLIK INDONESIA 

PERTANIAN 

NOMOR 06/Permentan/PL.020/3/2017 

TENTANG 

PENGELOLAAN RUMAH NEGARA LINGKUP 

KEMENTERIAN PERTANIAN 

STANDAR, TIPE, DAN KELAS RUMAH NEGARA 

BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI.NEGERI 

Pengadaan Rumah Negara dengan cara pembangunan, pembelian, tukar 

menukar atau tukar bangun dilaksanakan sesuai dengan standar, tipe, dan 

kelas Rumah Negara bagi Pejabat dan Pegawai Negeri di Lingkup 

Kementerian Pertanian. 

I. Standar Tipe Rumah Negara bagi Pejabat dan Pegawai Negeri di Lingkup 

Kementerian Pertanian. 

A. Tipe A 

1. Diperuntukkan bagi Pejabat Eselon 1 

2. Luas bangunan 250m2 

3. Luastanah 

4. Fasili tas rumah : 

a. RuangTamu 

b. Ruang Kerja 

c. Ruang Duduk 

d . Ruang Makan 

e. Ruang Tidur 

f. Kamar Mandi/ WC 

g. Dapur 

h. Gudang 

1. Garasi 

J· Ruang Tidur Pembantu 

k. Ruang Cuci 

1. Kamar Mandi Pembantu 

5. Konstruksi: 

a. Pondasi 

kelas II 

b. Struktur 

600m2 

1 ruang 

1 ruang 

1 ruang 

1 ruang 

4 ruang 

2 ruang 

1 ruang 

1 ruang 

1 ruang 

2 ruang 

1 ruang 

1 ruang 

batu belahjbeton bertulangjkayu 

beton bertulang/bajajkayu kelas II 

")") 



,....... 

--
c. Lantai marmer lokaljkeramikjvinil/ kayu -
d. Din ding bata/ batako diplester dan dicat -

tembok -
e. Plafond gypsum/ asbes semen/ kayu lapis -

dicat -f. Atas genteng/ keramik berglazuur I 
asbes/ sirap/ seng -

g. Kusen dan daun pintuj -
Jendela kayu diplitur I dicat -

h. Utilitas: .......... 

1) Air bersih PAM/sumur pantek -
2) Tandon air min 3m3 -3) Listrik PLN 2200 - 4400 VA 

4) Telepon sesuai kebutuhan -
5) Septictank dan -

rem be san 6m3 -
6) Tata udara alami atau buatan (AC) --

B. Tipe B -1. Diperuntukkan bagi: -a. Pejabat 

b. Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat IV j d keatas 
,_ 

2. Luas bangunan 120m2 -
3. Luastanah 350m2 -
4. Fasilitas rumah: -

a. RuangTamu 1 ruang --... 
b. Ruang Kerja 1 ruang -c. Ruang Duduk 1 ruang 

d. Ruang Makan 1 ruang -
e. Ruang Tidur 3 ruang -
f. Kamar Mandi/ WC 1 ruang --g. Dapur 1 ruang -h. Gudang 1 ruang 

1. Garasi 1 ruang -
J. Ruang Tidur Pembantu 1 ruang -
k. Ruang Cuci 1 ruang -
1. Kamar Mandi Pembantu 1 ruang --5. Konstruksi: 

Pondasi -a. balu belahj lxLun 

-
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-- bertulang/ kayu kelas II 

- b. Struktur be ton bertulang/ bajaj kayu 

kelas II 
......... 

c. Lantai marmer 
,_, 

lokal/ keramik/ vinil/ kayu 
......... 

d. Din ding bata/ batako diplester dan 
......, dicat tembok 

- e. Plafond gypsum/ asbes semenjkayu 

- lapis dicat 

f. A tap gen teng/ sirap /as bes / seng - g. Kusen dan daun pintu/ - Jendela kayu dicat 

- h. Utilitas: - 1) Air bersih PAM/ sumur pantek 

- 2) Tandon air min 2m3 

- 3) Listrik PLN 1350-2200 VA 

- 4) Telepon sesuai kebutuhan 

._ 5) Septictank dan rembesan 5m3 

1. Pagar -
......, 

C. Tipe C 
~ 

1. Diperuntukkan bagi: 
..._ 

Pejabat a. 

- b. Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat IV/ as/ d IV/ c 

'- 2 . Luas bangunan 70m2 
._ 

3 . Luastanah 200m2 
._ 

4. Fasilitas rumah: 

"- a. RuangTamu 1 ruang 

.._ b . Ruang Makan 1 ruang 

- c. Ruang Tidur 3 ruang 

d. Kamar Mandi/ WC 1 ruang 

e. Dapur 1 ruang - f. Gudang 1 ruang .._. 
g. Ruang Cuci 1 ruang 

"- 5. Konstruksi: - a. Pondasi batu belah/beton bertulangjkayu 

._ kelas II 

.._ b . Struktur beton bertulang/ bajajkayu kelas 

- ?.4 



II 

c. Lantai 

d. Dinding 

tembok 

e. Plafond 

f. Atap 

g. Kusen dan daun pintu/ 

Jendela 

h. Utilitas: 

1) Air bersih 

2) Tandon air 

3) Listrik 

4) Septictank dan 

rem be san 

1. Pagar 

D. Tipe D 

1. Diperuntukkan bagi: 

a. Pejabat 

keramik/ vinil/ tegcl PC 

batajbatako diplester dan dicat 

asbes semenjkayu lapis dicat 

genteng/ sirapj asbesj seng 

kayu dicat 

PAM/ sumur pantek 

min 1m3 

PLN 900- 1350 VA 

2-4m3 

batu batajbataco, besi, baja, kayu 

b. Pegawai Negeri Sipil dengan pangkatjgolongan Ill/a sd lll/d 

2. Luasbangunan 

3. Luastanah 

4. Fasilitas rumah: 

a. RuangTamu 

b. Ruang Makan 

c. Ruang Tidur 

d. Kamar Mandi/ WC 

e. Dapur 

f. Ruang Cuci 

5. Konstruksi : 

a. Pondasi 

kelas II 

b. Struktur 

II 

c. Lantai 

d. Din ding 

tembok 

50m2 

120m2 

1 ruang 

1 ruang 

3 ruang 

1 ruang 

1 ruang 

1 ruang 

batu belah/ beton uerLuli.lng/ kayu 

beton bertulangj baja/ kayu kclas 

keramikjviniljtegel PC 

batajbatako diplc:slc r dull dicul 
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e. Plafond 

f. Atap 

g. Kusen dan daun pintuj 

Jendela 

h. Utilitas: 

1) Air bersih 

2) Tandon air 

3) Listrik 

4) Septictank dan 

rem be san 

1. Pagar 

E. Tipe E 

1. Diperuntukkan bagi: 

a. Pejabat 

ashes semenjkayu lapis dicat 

gen teng/ sirap j as bes j seng 

kayu dicat 

PAM/ sumur pantek 

min 1m3 

PLN 900- 1350 VA 

2-4m3 

batu batajbataco, besi, baja, 

kayu. 

b. Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/ golongan II/ d kebawah 

2. Luas bangunan 

3. Luastanah 

4. Fasilitas rumah : 

a. RuangTamu 

b. Ruang Makan 

c. Ruang Tidur 

d . Kamar Mandi/ WC 

e. Dapur 

f. Ruang Cuci 

5. Konstruksi: 

a. Pondasi 

kelas II 

b. Struktur 

II 

c . Lantai 

d. Din ding 

tembok 

e . Plafond 

f. A tap 

g. Kusen dan daun pintu/ 

Jendela 

36m2 

100m2 

1 ruang 

1 ruang 

2 ruang 

1 ruang 

1 ruang 

1 ruang 

batu belahjbeton bertulangjkayu 

beton bertulang/ bajajkayu kelas 

keramik/vinil/tegel PC 

batajbatako diplester dan dicat 

asbes semenjkayu lapis dicat 

genteng/ sirap/ ashes/ seng 

kayu dicat 

26 



h. Utilitas: 

1) Air bersih 

2) Tandon air 

3) Listrik 

4) Septictank dan 

rem be san 

i. Pagar 

PAM/ sumur pantek 

min 1m3 

PLN 900- 1350 VA 

2-4m3 

batu batajbataco, be::si, baja,kayu 

II. Luas Rumah Negara Tidak Sesuai Standar. 

A. Dalam hal besaran luas lahan telah diatur dalam Rencana Tata 

Ruang Wilayah yang ditetapkan dalam peraturan ::sclempat, 

rnaka stan dar luas lahan dapat disesuaikan; 

B. Dalam hal Rumah Negara dibangun dalam bentuk l.Jangunan 

bertingkatjrumah susun, maka luas lahan ter:sel.JuL tida k 

berlaku, disesuaikan dengan kebutuhan sesuai 

Tata Ruang Wilayah; 

Rencana 

C. Toleransi maksimal kelebihan luas tanah berdasarkan lokasi 

Rumah Negara: 

1. DKI Jakarta 20% 

2. Ibukota Provinsi 30% 

3. Ibukota Kab j Kota 40% 

4. Perdesaan 50% 

Pengecualian terhadap butir 3 jika sesuai dengan ketentuan 

RT/RW seternpat atau letak tanah di sudut. 

MENTER! PERTANIAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

AMRAN SULJ\JM/\N 
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---

-
-- No Format 

1. Format-1 -- 2. Format-2 

3. Format-3 

-
4. Format-4a 

-
- Format-4b 

- 5. Format-S 

- 6. Format-6a 

--
Format-6b -

-
7. Format-7 --

- 8. Format-Sa --

LAMPIRAN II 

PERA TORAN MENTER! PERTANIAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 06/Permentan/PL.020/3/2017 

TENTANG 

PENGELOLAAN RUMAH NEGARA 

LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN 

Ten tang Ditandatangani 

Permohonan Penetapan Status Kepala Satuan Kerja/UPT 

Rumah Negara 

Kartu dan gambar legger Kepala Satuan Kerja 

Keputusan Penetapan Golongan Sekretaris Jenderal untuk 

Rumah N egara dan atas nama Menteri 

Pertanian 

Surat Pernyataan Kesanggupan Calon Penghuni diketahui 

Melaksanakan Kewajiban dan Atasan Langsung 

Larangan Penghunian Rumah 

Negara Golongan I 

Surat Pernyataan Kesanggupan Calon Penghuni diketahui 

Melaksanakan Kewajiban dan Atasan Langsung 

Larangan Penghunian Rumah 

N egara Golongan II 

Permohonan Penetapan Izin Kepala Satuan KerjajUPT 

Penghunian Rumah Negara 

Keputusan Izin Penghunian Sekretaris J enderal un tuk 

Rumah Negara Golongan I dan atas nama Menteri 

Pertanian 

Keputusan Izin Penghunian Kepala Satuan Kerja 

Rumah Negara Golongan II untuk dan atas nama 

Menteri Pertanian 

Perhitungan Sew a Rumah Kepala Satuan Kerja 

Negara 

Pemantauan Fungsi Rumah Kepala Satuan Kerja 



Negara 

Format-8b Pemantauan Monitoring Rumah 

Negara 

Kepala SaLuan Kerja 

MENTER! PERTANIAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

AMRAN SULAIMAN 

--
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DAFTAR NOTA KESEPAHAMAN 

397. Nota Kesepahaman Nomor 4.3/MOU/I/09/2016, 68/KPTS/BP4K-2/2016 tanggal 02 
September 2016 antara Kepala Badan Penyu1uhan dan Pengembangan Smnber Daya 

Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Muara Enim tenta.ng Pengada.an 

CaJon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Mllara Enim Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian 

398. Nota Kesepahaman Nomor 4.6/MOU/I/09/2016, 520/0751/V.BP4K/2016 tanggal 02 

September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Ogan Komeri11g Ilir tentang 

Pengadaan CaJon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daera.h 

Kabupaten Ogan Komering Ilir Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyu1uh 

Pertanian 

399 . Nota Kesepahaman Nomor 4.2/MOU/I/09/2016, 800/560/XXXIIIIV.2/2016 tanggal 02 

September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Day a 

Manusia Pe1ianian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Ogan Komering Ulu tentang 

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh 

Pertanian 

400. Nota Kesepahama.n Nomor 4.12/MOU/I/09/2016, 800/2504/BKD.DIKLAT-VII/2016 

tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Walikota Palembang tentang 

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kota Palembang Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian 

401. Nota Kesepahaman Nomor 4.13 /MOU/V09/2016, 18/SD.VI/KPA/2016 tanggal 02 

September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Smnber Daya 

Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Wa1ikota Pagar Alam tentang 

Pengadaan CaJon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingktmgan Pemerintah Daerah 

Kota Pagar Alam Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pe1ianian 

402. Nota Kesepahaman Nomor 4.14/MOU/I/09/2016, 800/458/BKD.III/2016 tanggal 02 

September 2016 anta.ra Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Walikota Lubuk Linggau tentang 
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkm1gan Pemerintah Daerah 
Kota Lubuk Linggau Dari Tenaga Ha.rian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian 

403. Nota Kesepahaman Nomor 4.15/MOU/I/09/2016, 12/KPTSIII/2016 tanggal 02 September 

2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Pe1ianian, Kementerian Pertanian denga.n Walikota Prabumulih tentang Pengadaan Calon 

Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota PrabLUTiulih Dari 
Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian 

404. Nota Kesepahaman Nomor 4.1/MOU/V09/2016, 587/MoU/VIII/2016 tanggal 02 
September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Banyuasin tentang Pengadaan 
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Calon Pegawai Ncgeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pcmcrint ~_di l);,L·r:d, k,d>uj, ~ lil'Jl 

Banyuasin Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertat1ian 

405. Nota Kesepahaman Nomor 4.1 0/MOU/I/09/20 16 tanggal 02 Sepl~.:mbLr 2U 16 an tara Kq,; il<l 

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Swnb~.:r Daya iv1anusia l'crtulliutl, KcnJcJJtcri'-111 

Pertanian dengan Bupati Ogan Ilir tentang Pcngadaan CaJon Pcgavvai NL':,\Lti Sipil lahun 

2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupatcn Ogan llir Oari Tcnage1 llarian Lcpas 

Tenaga Bantu Penyuluh Petianian 

406. Nota Kesepahaman Nomor 4.8/MOU/V09/2016 tanggal 02 September 20 I(> anL<tra Kcp;tLJ 

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Kcmcttlcri ;t tl 
Pertanian dengan Bupati Ogan Komering Ulu Tirnur lenlang J>engadaan Calutl PL· g;m;ti 
Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Da~.:rah Kabuputcn Ug;l!l KutllL'IJll l:' 

Ulu Timur Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pert<11lian 

407. Nota Kesepahaman Nomor 4.9/MOU /1109/20 16, 04/PEMKA13/0l\..US/2U U> tangg<il U:2 

September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembang<tn Sumb1.T D<-1):.1 

Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dcngan Bupati Ogan Komcring Ulu SL: Ltte~tl 

tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkutlgan I'L'I1lcritltail 

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Oari Tenaga 1-larian Lepa.s lcn<~gCJ Bantu 
Penyuluh Pertanian 

408. Nota Kesepahaman Nomor 4.11/MOU/U09/20l6, 04 TAHUN 2016 tanggal 02 Scptcmbct 

2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumbcr Uaya Manusi<t 

Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Empat Lawang tenlang Pctlgadaall Calu11 
Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintab Dacrah Kabup<tkll Ltnpal 
Lawang Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian 

409. Nota Kesepahaman Nomor 4.16!MOU/l/09/2016, 800/74/BKD-1/20 I 6 tanggal U::2 

September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pcngcmbangan Sumbcr Day a 

Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Penukal Abab Lematang llir 

ten tang Pengadaan Cal on Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingk ungan J>uncrintah 

Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Dari Tenaga I Iarian Ltpas lenaga Bcllltll 

Penyuluh Pertanian 

410. Nota Kesepahaman Nomor 26.5/MOU!V09/2016, 800/86/2016 langgal 02 ScplcmbLT 20 I (l 
antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya tvlanusia 1\:rt~JJli ; JJL 

Kementerian Pertanian dengan Bupati Majene tentang Pengadaan Calun Pcga" "i Nc"'L'ti 
Sipil Tahun 2016 di Lingkungm1 Pemerintah Daerah Kabupalen Ma_iL'IlL' U<Jri I L'ILt"' :J 
Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pe::rtanian 

411. Nota Kescpahaman Nomor 26.2/MOU/1/09/.20 I 6 li.illggal 02 Scplcili bcr ~[)! (J ~t llLi t;t i<L'j): d;t 

Bada.n Penyuluhan dan Pengcmbangan Sumber Oaya I'vlanusia l'cnantdt l. KL'IltL'lliL'II ,JJI 
Pe11anian dengan Bupati Mamuju lentang Pengadaan Calun Pcgmvai Nq!_L· ri :-itpt! 1 ;dtull 
2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupalen Mamuju Dari TL·nu~e~ ll~ui<ttl J.~.p: h 
Tenaga Bantu Penyuluh Pertaniml 

41 '-· Nota K 1 N '6 4/M . . esepawman omor - . OU/1/09/2016. 415/07.A/ NK/.201Cl tdtl g~<~ l o ~ 

September 2016 antara Kepala Badan Pcnyuluhan d~111 1\:llgl'ttJb;tng,~JJ \t iJI Ji, .. .- 1 1 ): 1, 1 

Man usia Pertanian, Kementerian Pertanian dcngan l3upali l'uk\\ ;tl i ,\ 1 :Jil<Lt, ktlldll ' ' 
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Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Polewali Mandar Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian 

413. Nota Kesepahaman Nomor 26.3/MOU/I/09/2016, 119/MOU-OS.D/IX/2016 tanggaJ 02 

September 2016 antara KepaJa Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Mamasa tentang Pengadaan 

CaJon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

mamasa Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Banht Penyuluh Pertanian 

414. Nota Kesepahaman Nomor 26.1 /MOU!I/09/2016, 180/80/IX/2016/I-IUKUM tanggal 02 

September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Mamuju Utara tentang 

Pengadaan CaJon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Mamuju Utara Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian 

415. Nota Kesepahaman Nomor 26.1/MOU/I/09/2016, 007.3/781193/IX/2016 tanggaJ 02 

September 2016 antara KepaJa Badan Penyuluha.11 dan Pengemba.11gan Sumber Daya 

Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Mamuju Tengah tentang 

Pengadaan CaJon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Mamuju Tengah Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pe1ianian 

416. Nota Kesepahaman Nomor 25.6/MOU/1/09/2016, 88/MoU HAM/IXJ2016 tanggal 02 

September 2016 antara Kepala Bada.11 Penyuluban dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Pertanian, Kementerian Perta.l1ian dengan Bupati Bolaang Mongondow tentang 

Pengadaan Cal on Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bolaang Mongondow Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Ba.11tu Penyuluh 

Pertanian 

417. Nota Kesepahaman Nomor 25.1/MOU/I/09/2016, 14 TAHUN 2016 tanggal 02 September 

2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembanga.11 Sumber Daya Manusia 

Pertanian, Kementerian Pe1ianian dengan Bupati Minahasa tentang Pengadaan Calon 

Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa 

Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Banht Penyuluh Pertanian 

418. Nota Kesepabaman Nomor 25.2/MOU!I/09/2016, 800/31 /1956 tanggal 02 September 2016 

antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, 

Kementerian Pertanian dengan Bupati Kepulauan Sangihe tentang Pengadaan CaJon 

Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kepulauan Sangihe Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian 

419 . Nota Kesepahaman Nomor 25.4/MOU/I/09/2016 tanggaJ 02 September 2016 antara Kepala 
Badan Penyu1uhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian 
Pertanian dengan Bupati Kepulauan Talaud tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil 
Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dari Tenaga 

Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian 

420. Nota Kesepahaman Nomor 25.3/MOU!I/09/2016, 877/BMS/NK/IX/2016 tanggal 02 

September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengemba.11gan Sumber Daya 

Manusia Pertanian. Kementerian Pertanian dengan Bupati Minahasa Selatan tentang 
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Pengadaan Cal on Pegawai Negeri SipiJ Talllm 20 16 di li ngkung<~11 1\:Jli-.:J i Jlt;t! 1 I )JcJ •ill 

Kabupaten Minahasa Selatan Dari Tenaga I-Iarian Lepas Tcnaga l3untu Pen) uluil Pcrldllietll 

421. Nota Kesepahaman Nomor 25.5/MOU/l/09/20 16, 502/BMU/IX/20 I(> te~11gg;d U2 

September 2016 antara Kepala Badan Pcnyuluhan dan 1\:ngcmbJng<lll ::-iu1 J1 bcr Ut~)LI 

Manusia Per1anian, Kementerian Pertanian dengan Bupati MiJ~etha:)H Ulcllll tulldl lg_ 

Pengadaan CaJon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 eli Lingkung<m PcnJcritllali Uanllll 
Kabupaten Minahasa Utara Dari Tenaga I·larian Lcpas Tenaga Bantu l'l'll.) uluh l'ututJi<IIJ 

422. Nota Kesepahaman Nomor 25.9/MOU/l/09/20 16, XOO/BKDD-KK/ 121 / I \ )2 () It> L111gg;tl tJ.2 

September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pcngcmbangan Sulllbcr U~l ) ~~ 

Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dcngan Walikota Kota l'vlubagu lclll<tllg 

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan 1\.:mcritlt<dl D<~crah 

Kota KootaMobagu Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pl·rL<tJlil.ln 

423. Nota Kesepahaman Nomor 25. 7/MOU/1/09/20 16, 25/MoU/lX/20 16 tan~g~d U~ S..:pll:inb~.J 

2016 antara Kepala Badcm Penyulu1wn dun 1\::ngembungun Sumb..:r D-.t; <~ i'vletllll :,ict 

Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Siau Tagulc..tnJung Ui<lllJ tcJ lllli Jg 

Pengadaan Caton Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungun 1\.:n lcrilltull D<~<.: r-.dl 

Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Dari Tenaga IIm·ian Lepas Tcnaga Ua11tu Pcll)'ul uh 

Petianian 

424. Nota Kesepahaman Nomor 25.8/MOU/1109/20 16. 2l/SKB/MT/1X-20 I (J tanggal U2 

September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumher Daya 
Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Minahasa I cllgg:1ra klll:I!Jg 

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pcmcrintah 1Jacr~i11 

Kabupaten Minahasa Tenggara Dari Tennga Ilarian Lepas Tcnag:1 l3<11llu 1\~l l)UiuiJ 

Pertanian 

425. Nota Kesepahaman Nomor 7.1/MOU/1/09/2016, 16/MoU/llK/201() Lan~c,C~I 0~ Scptc1nbn 
2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pcngcmbangun Sumbcr D<~y (l 1\I<IJlu ~ i<l 

Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupmi I3atanghmi tc nt:ttlg h:llgddCI<~Il Caklll 

Pegawai Negeri Sipil Tahtm 2016 di Lingkungan Pemerintah D<.~n<tl! KabupClil'll 

Batanghari Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyu1uh Pertanian 

426. Nota Kesepahaman Nomor 7.3/MOU/l/09/2016, 180111.98/llkum tanggal U2 :)cpLcllll Jcr 
2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Surnber DilY" i'vlilllll ::i ia 
Pertanian, Kementerian Pertanian dengan I3upati 8ungo tentang Pengadai.lJl l':tlull Pc~a11~1i 

Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pernerintah Daerah Kabupaten l~un ~u U~11i 1~..'11;1~;1 

Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian 

427. Nota Kesepahaman Nomor 7.5/MOU/J/0 1)/:20 I b. XO(J/<J71 / l3K.[) Llll :,'g~ li ( J~ ~: ... ·1'1\.IJ!I l,.l ~lJ 1 () 

antara Kcpala Badan Penyuluhan dan Pcngcmbangan Sumbcr UC~ya 1\LIIlll'i i.J 1\:JI.II li. Ji l 
Kementerian Pertani<m Jcngan Bupati Keri11ci tcnlang Pcn gad:~ ~u1 l~duJJ l'q::tl\;11 
Sipi1 Tahun 2016 di Lingkungan Pemcrinta h Dacrah Kabupalcll kl'lll l<..l I b i 
Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pcrlanian 

> . 
. ·~ i.. ' ~~ \._ j l 

I L' li. ~~ · . I 

428 . Nota Kesepahaman Nomor 7.4/MOU/1/09/:20!(>. ~00i i 33. J\ ! I'Ll~l \;k.\ . .2 i llkl) .. JJiil 

tanggal 02 September 2016 antara Kt:pala l3aJan l'cnyuluhan d,tU 1'-.:il.:''-llil • c~ J J ~ .~~~ SuJlihcJ 
Daya Manusia Pertanian, Kemcnterian 1\:rtani<.m dcngan Bu jl<tli 1\ kr.J IJ::' III k'lil dll ::' 
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Pengadaan Cal on Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Merangin Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian 

429. Nota Kesepahaman Nomor 7.8/MOU/1/09/2016, 81011243/BK.PTD/2016 tanggal 02 

September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Muaro Jambi tentang Pengadaan 
Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Muaro Jambi Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyu1uh Pertanian 

430. Nota Kesepahaman Nomor 7.6/MOU/I/09/2016, 16/NK/BPP/VII/2016 tanggal 02 

September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Sarolangun tentang Pengadaan 

Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sarolangun Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyu1uh Pertanian 

431. Nota Kesepahaman Nomor 7.2/MOU/l/09/2016, 800/2445/BKD/2016 tangga1 02 

September 2016 antara Kepala Badan Penyu1uhan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Pertanian. Kementerian Pertanian dengan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang 

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh 

Pe1ianian 

432. Nota Kesepahaman Nomor 7.9/MOU/I/09/2016, 180113/HKM/2016 tanggal 02 September 

2016 antara Kepa1a Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Pengadaan 

Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian 

433. Nota Kesepahaman Nomor 7.7/MOU/I/09/2016, 810/244/BKPP/2016 tanggal 02 
September 2016 an tara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Day a 

Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Tebo tentang Pengadaan Calon 

Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Dari 

T enaga Harian Lepas T enaga Bantu Penyuluh Pertanian 

434. Nota Kesepahaman Nomor 7.10/MOU/I/09/2016, 13/HKU/2016 tangga1 02 September 

2016 antara Kepala Bad an Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Walikota Jambi tentang Pengadaan CaJon 
Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jan1bi Dari 
Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyu1uh Pertanian 

435 . Nota Kesepahaman Nomor 7.11/MOU/l/09/2016, 813/257!III/BKD-2016 tanggal 02 
September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Walikota SLmgai Penuh tentang 
Pengadaan Ca1on Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kota Sungai Penuh Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyu1uh Pertanian 

436. Nota Kesepahaman Nomor 9.2/MOU/I/09/2016, 813/BKD-PPIMOU/2016/963 tanggal 02 

September 2016 an tara Kepala Badan Penyu1uhan dan Pengembangan Sumber Day a 
Manusia Pertanian. Kementerian Pertanian dengan Bupati Bengkalis tentang Pengadaan 
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CaJon Pegawai Negeri Sipil Tahun 201Ci di Lingkungan l'cmcrillluil Udcriiil 1\.a l'll i'"'cll 

Bengkalis Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Pc:nyuluh Pcnaniun 

437. Nota Kesepahaman Nomor 9.4!MOU/1/09/20 16, 14/NK/JX/llK-20 1 o lungg<~l 02 September 

2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumbcr D<1ya t'vlcu1usia 
Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupali lndragiri Hilir Lc ntang Pen g<H.Lian l'clillll 
Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemcrintah Dacrall Kabup~lltll lildr ~l):!l ll 

Hilir Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian 

438. Nota Kesepahaman Nomor 9.3/MOU/U09/2016, 7/180/HK-ORTALA/IX/:20 16 Lmggcd U2 

September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengemban gclll Su1nbcr D<~:a 

Manusia Pertanian, Kementerian Pertan.ian dcngan Bupati lndragiri !lulu lL'Ill clllg_ 

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Jl .,;i nL~r intah Dcl\.'r<th 

Kabupaten Indragiri Hulu Dari Tenaga Harian Lcpas Tennga Bantu Jll'nyuluh 1\:rlani .. ln 

439. Nota Kesepahan1an Nomor 9.1/MOU/1/09/20 16, 800/13UP-KPR/l)/2U 16 Ldllgg~!l t l~ 

September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Su11llH.:r D")" 

Manusia Pertanian, Kementerian Pertani'm ckngnn Bupali Katn p<H lcllldl lg Pcil glldCtil ll 

Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pcmerintail Dactail Kiihupdl\.'11 

Kampar Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Pcnyuluh Penanian 

440. Nota Kesepahaman Nomor 9.9/MOU/l/09/2016, 9/DISTAN-SEKRl/IX/2U 16 Lt~tlgg:li U.2 

September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumlwr lJ~IY ~' 

Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Kuantan Singi11gi k11L111 g 

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipi1 Ta.hun 20 16 di Lingkungan Pemer111Lall UaLT~ill 

Kabupaten Kuantan Singingi Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga 13antu Penyulul1 PerLm i;Jn 

441. Nota Kesepahaman Nomor 9.5/MOU/I/09/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kcp<tl<~ 

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumbcr Daya Manusia f\:rtani<m, K~.:nll.:ntcriLin 

Pertanian dengan Bupati Pelalawan tentang Pcngadaan Calon Pcgawui Ncg.cri Sipil lahun 
2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabuputcn Pelulawan Ouri Tcnuga llt~rian LL'J1Ll:-i 
Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian 

442 . Nota Kesepahaman Nomor 9.7/MOU/1/09/20 16, 180/13KD/MoU/20 l CJ /-U Langgal u:: 
September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangau Sumber Day<t 

Manusia Pe11anian, Kementerian Pertanian dengan Bupati rokan I tilir tentar1g l'cng~tdiiiill 

Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pernerilllah Danah Ki.ih upalL·n 
Rokan Hilir Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian 

443. Nota Kesepahaman Nomor 9.6/MOU/1/09/20 16, I 0/2016 tanggal Ul S~pkillb'-'r ..2llll' 

antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumbcr Daya 1\~lanu s la 1\· rt~ll ll:l ll, 

Kementerian Pertanian dengan Bupati IZoL111 !lulu tcnt;mg Pcng <~ Li:1 : 111 C:iln11 l\.·~· : 1 1\: 11 

Ncgeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pcmcrinlah DaL·rall Kdhlljl: II L' Il l~u k : 11 1 ll tl !u i 1.111 
Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Pcnyuluh PcrUlllian 

444. Nota Kesepahaman Nomor 9.8/MOU/1/09/20 16. 14/IIK/ivloU/ \' 11!.'..2() I(> t:tl l~~·: d I)_ 

September 2016 antara Kepala Badan Penyululia11 dan l'~.:ll SL'Illh:lll::;:lll :·, uiJd• ~·, 1>:, , ,, 
Manusia Pertanian, Kementerian Pertaniall dcngan 13upali Si<ik ll'llLlll g I' L' l l t;' . ILL~clll c·.t!,,l i 

Pegawai Negeri Sipil Tahun 20!6 di Lingkunga11 Pcmcrintah Dan<iiJ K;dHip~llL' Jl S1:d, I) ~ ''' 
Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pcrl<lnian 
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445. Nota Kesepahaman Nomor 9.12/MOU/I/09/2016, 13/BKD/2016 tanggal 02 September 

2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Walikota Dumai tentang Pengadaan Calon 

Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai Dari 

Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian 

446. Nota Kesepahaman Nomor 9.11/MOU/V09/2016, 1 OOIKERJIIX/1212016 tanggal 02 

September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Pertanian. Kementerian Pertanian dengan Walikota Pekanbaru tentang Pengadaan 

Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota 

Pekanbaru Dati Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian 

447. Nota Kesepahaman Nomor 9.10/MOU/1109/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala 

Badan Pen:yu1uhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian 

Petianian dengan Bupati Kepulauan Meranti tentang Pengadaan CaJon Pegawai Negeri 

Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dari 

Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian 

448. Nota Kesepahaman Nomor 5.1/MOU/I/09/2016, 180/MoU/1109/2016 tanggal 02 September 

2016 an tara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Day a Man usia 

Pe1ianian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Karimtm tentang Pengadaan Calon 

Pegawai Negeri Sipil Tahtm 2016 di Lingktmgan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun 

Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian 

449. Nota Kesepahaman Nomor 2.1/MOU/1109/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala 

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian 

Pertanian dengan Bupati Bulungan tentang Pengadaan CaJon Pegawai Negeri Sipil Tahun 

2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Dari Tcnaga Harian Lepas 

Tenaga Bantu Penyu1uh Pertanian 

450. Nota Kesepahaman Nomor 21.2/MOU/I/09/2016, 19/NK/HK/IX/2016 tanggal 02 

September 2016 an tara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Day a 

Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Malinau tentang Pengadaan 

Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Malinau Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian 

451. Nota Kesepahaman Nomor 21.3/MOU/1109/2016, 1757/47/IX/HK/2016 tanggal 02 
September 2016 antara Kepala Badan Penyu1uhan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Nunukan tentang Pengadaan 

Calon Pcgawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Nunukan Dari Tcnaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian 

452 . Nota Kesepahaman Nomor 21.4/MOU/l/09/2016, 197111-KS/JX/2016 tanggal 02 
September 2016 antara Kepala Badan Penyu1uhan dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Walikota Tarakan tentang Pengadaan 
CaJon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tarakan 
Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyu1uh Pertanian 

36 



453. Petjanjian Kerjasama Nomor 136/IIK.2JO/l/02/20 16, 1 7U)_~ / IIK.:2Uil . l , u.:: i ..::u 11, , 

01/E/PKS/2016, Ol/F/PKS/20 16, 06/KS/lPI-J LlPI/ 11 /20 16 L<tnggal 17 Pcbrue~ri ~U I tl clllt~tt~l 

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kemcnlerian Penanian , Um:kturat .k·mkr~il 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Ptrtnnian Rcpublik lnLiultcsia. Dird-:tor~J I 

Jenderal Penguatan Riset dan Pengembungan Kemcnteriun Risct. lcknulugi d<t ll 

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Oirektorat Jenderal Pcnguutclll lnU\ ctsi. 

Kementerian Riset, Teknologi. dan Penclidikan Tinggi Republik lnJoncsia. Kcdcputi~t l l 

Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati, Lembaga llmu Pengctahuan lnduih.: sid lLJll.tJt ~ I\ i: . ~·l. 

Pengembangan dan Implementasi lnovasi Bidang Pertanian 

454. Perjanjian Kerjasama Nomor 219/Kpts/Tl.Ol0/A7/02/2016, OlUJJ . I5/KS.P/:2(J-II/2UJ(l 

tanggal 26 Pebruati 2016 antara Pusat Data Jan Sistcm Jnfonnasi Pcrt:.~nian Kcmcntcri:tn 

Pertanian dan Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, Jan Perkcbunan I~ ;.KbJJ 

Pusat Statistik tenttmg Upaya Percepatan Penyediaan Data dan PeniJJgktltwt KuciliL;ts DLl lJ 
Tanaman Pangan Talmn 2016 

455. Pe1janjian Kerjasama Nomor 208/HM.l90/l.l2.10/4/2016, 031/UN43.l0/IU/..;(J J0 tctnsg;d 

26 Pebruari 2016 antara Perpustakaan Balai Pcngkajian lelnol ugi l>cnanian l~<tl lk' Jl 

dengan Perpustakaan Universitas Sultan Ageug Tirtayusa LCillcmg l'citg( I l lb~l l lg:tll dan 

Pemanfaatan Sumber Infonnaasi Perpustakaan 

456. Pe1janjian I-Iibah Daerah Nomor 2124/NP IIDIBPKi\lJ.(>.2 i iX/2U I (1_ 

08/MoU/HK.220/M/9/20 16 tanggal 26 Pebruari 2016 an lara Pcmerinlah Pruvi11si .latnbi 

denga.n Kementerian Pertanian Republik Indonesia ten tang IIi bah l3ar;.mg fv1 iIi k Uctcr:d, 

Berupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi Kcpada KenH~ntcria11 l\:rlc1111 Lll1 R~.: pu l,JJk 

Indonesia. 

457. Petjanjian Kerjasama Nomor 193/Kpts./Tl.040/ A 7/02/2016, OS.UJ .15/KS.Jl/2 3- 11/20 16 

tanggal 21 Pebruari 2016 antara Pusat Data Jan Sistem lnflmnasi Pcrlanian Kenh.'illcri;Hl 

Pertanian dengan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, Jan Kchutamtn B;.ttlan Pusat 

Statistik tentang Pelaksanaan Percepatan Data Pemotongan Tcrnak Di !Zulll<th Pot uJl(:'. 

Hewan Tahw12016. 

4 58. Kesepakatan Bersama Nom or 1524/Tl.OJO/E/1 0/2016, 525/521 7 / K~P/UJS13 LJN . 

525/500/UT /2016, 5/NKK-SRY/HUK/20 16, 520/540/Dlli\ N UU N/X/20 I() . 
071/INOBU/X/20 16 tanggal 26 Oktober 2016 antara Direktorat Jcnd~ral J>crkl'bLJJlctll. 
Kementerian Penanian, Pemerintah Provinsi Kalimrmtan Tengah, J>eJnerintall Kahup ~tkn 

Kota Wari.ngin Barat, Pemerintah Kabupaten Seruyan. PemerinLah 1'-abup<~tc Jl liUJlllll ):'. 
Mas, Yayasan Penelitian lnovasi Bumi tentang Pcngcmban gan Sistc 111 IJ ;t ld lLi ll IJJI \iiJlt.J :>i 
Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya Di Pruvin ::;i Kalimantan Tcnguh. 
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3 . Perjanjian Ketjasama Nomor 208/HM.l90/I.l2.10/4/2016, 031/UN43.10/TU/2016 tanggal 

1 0 April 2016 antara Perpustakaan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten dengan 

Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang Pengembangan dan Pema.nfaatan 

Sumber Informasi Perpustakaan 
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Biro Hukum - Sekretariat Jenderal 
Kementerian Pertanian 

Gedung A iantai 5 
Ji. Harsono RM No. 3 Ragunan 
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